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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang perlindungan hukum bagi nasabah pialang 

berjangka atas pelanggaran Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang dilakukan oleh perusahaan 

PT. Bestprofit Futures, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah dapat di tempuh dengan 2 

macam upaya hukum dalam hukum acara perdata, diantaranya yakni upaya 

hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, berdasarkan hal tersebut Undang-

Undang memberi suatu cara bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap 

putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk melakukan perlawanan dalam hal 

tertentu sebagai alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam 

suatu putusan. perlindungan berupa ketentuan-ketentuan larangan dan sanksi 

yang diancamkan kepada perusahaan PT. Bestprofit Futures atas pelanggaran 

Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi, yang bertujuan untuk melindungi hak dan 

menyelesaikan sengketa yang di derita nasabah. Namun pelaksanaan yang 

terjadi dalam perlindungan hukum yang di tempuh nasabah masih belum 

sesuai dengan urutan pada ketentuan prosedur. 

2. Upaya pemberian ganti rugi sebagaimana telah di atur dalam Pasal 1365, 

1366, 1367 KUH Perdata dan ketentuan BAPPEBTI terhadap nasabah yang 

bersangkutan dapat di lakukan  apabila telah menempuh upaya pengajuan 



ganti rugi sesuai prosedur secara maksimal kepada. PT. Bestprofit Futures 

dengan memberikan bukti yang kuat bahwa kerugian yang dialaminya 

disebabkan oleh perbuatan. PT. Bestprofit Futures dan jumlah uang yang 

dituntut adalah jumlah ganti rugi yang sebenarnya terjadi. 

B. Saran 

Saran berdasarkan penelitian tentang perlindungan hukum bagi nasabah 

pialang berjangka atas pelanggaran Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang dilakukan oleh 

perusahaan PT. Bestprofit Futures, penulis memberi saran sebagai berikut: 

1. Penegakan hukum atas pelanggaran Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka yang dilakukan oleh 

PT. Bestprofit Futures, Demi terpenuhinya prinsip perlindungan hukum yang 

maksimal terhadap nasabah serta menjamin kepastian hukum maka perlu 

adanya ketegasan BAPPEBTI dalam pengenaan sanksi yang berorientasi 

membangun efek jera, agar tercapai penafsiran yang selaras antara nasabah 

dengan perusahaan pialang berjangka dalam melakukan kegiatan investasi 

sehingga dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir adanya sengketa dan 

terhadap nasabah yang mengajukan upaya ganti rugi hendaknya berdasarkan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga dalam menempuh upaya ganti 

rugi dapat berjalan dengan baik. 

2. Pelaksanaan ganti rugi oleh PT. Bestprofit Futures hendaknya dilaksanakan 

dengan penuh tanggung jawab dan profesional dalam mewujudkan dana 



kompensasi berdasarkan ketentuan BAPPEBTI bagi nasabah yang telah 

menempuh upaya pengajuan ganti rugi sesuai prosedur. 
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